
BUPATI SERDANG BEDAGAI 

PROVINSI SUMATERA ~TARA 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 

NOMOR ' TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Menimbang a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program 
pernbangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana 
Pernbangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, perlu 
rnenyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 
2017 ;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2 0 1 0  ten tang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

c .  bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai Tahun 201  7  
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1 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2 .  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di 
Provinsi Sumatera Utara; 

3 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

fl, 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pernbentukan 
[ Peraturan Perundang-undangan; 

7 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang Pernerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016  tentang 

· · > .. P e r u b a h a n  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  
AF IKOOREDINA SI tehtang Pemerintahan Daerah; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan; 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 4 1  Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah; 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata ·Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah; 

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional; 

14 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1 5 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2 0 1 0  tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

16 .  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025; 

17 .  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 
2014  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ;  

18 .  Peraturan Daerah Ka.bupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 
2 0 1 0  tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; 

19 .  Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 
2 0 1 1  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 
• Tahun 2 0 1 3  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

,Ks; serdang Beaaea Taiiu 2013-2033, 
EXAM; ' .  Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 

2 0 1 5  ten tang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang 

I 
HUKU�l Bedagai; 

. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 
i{ 2 0 1 5  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
[KASUBBAG Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 ;  
'PER-UlJ-AN 4!> . Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 5  
'l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 ;  

MEMUTUSKAN : 

Manetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 

DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
!. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Serdang Bedagai. 
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 

selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia 
yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, 
tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai untuk peri ode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 
2005 sampai dengan 2025.  
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya 
disingkat SKPD Kabupaten Serdang Bedagai, adalah Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPR D ,  Sekretariat Dewan Pengurus KORPR I, Dinas Daerah,  
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Lembaga lain.  

H .  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu ) tahun. 

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2 0 1 7  
·-yang-selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017  
AMHASbumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) 
--tahnyaitt tahun 2 0 1 7  dimulai tanggal l Januari 2017  dan berakhir pada 

tan gal 3 1  Desember 201  7. 
� RK D Kab paten Serdang Bedagai Tahun 201  7  memuat evaluasi pelaksanaan 
UM da ca kinerja RKPD Tahun 2016  Kabupaten Serdang Bedagai, rancangan 

kertang a [ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan 
RA an ;mbangunan daerah serta rencana kerja yang dilaksanakan langsung 
U-Ar�le 11(,me in tah daerah. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

encana Kerja Pembangunan Daerah Ka bu paten Serdang Bedagai Tahun 201  7, 
mg selanjutnya disebut RKPD Tahun 2 0 1 7 ,  adalah dokumen perencanaan 
hunan dgerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
njang Daerah tahun 2005-2025 dan tahun kedua Rancangan Rencana 
mbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ,  yang disusun melalui 
·oses inventarisasi, klasifikasi, sinkronasi dan seleksi usulan program/kegiatan 
g.I@rpadu.dalam.musyawarah rencana pembangunan tahun 2017 .  
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Pasal 6 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2 0 1 7  disusun sebagai 

Pendahuluan 
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerin tahan 
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan 
Daerah 
Prioritas clan Sasaran Pembangunan Daerah 
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 
Penutup 

Sistematika 
berikut: 

BAB I 

BAB II 

Pasal 7 

dan susunan RKPD Tahun 2017  sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang ticlak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

D Tahun 2 0 1 7  merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, 
oritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Anggaran Pendapatan dan 
lanja Daerah Tahun 2 0 1 7 .  

Pasal 4 

D Tahun 2 0 1 7  berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program 
egiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah kabupaten, nggaran pemerintah provinsi, anggaran pemerintah pusat, dana pihak swasta serta swadaya masyarakat tahun 2 0 1  7 .  

Pasal 5 Program/kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2 0 1 7  tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1  7 .  Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah . 

Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal: 2 Me; 50 1 %  

SEK�H KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 
H. HARIS FADILLAH 

· { A, NEIN Ap.%%41 8 
-<hi 2 I i i/aS %  , Peraturan Bupati ini mi' l�<W1a-f. • - ·anggal didiunclangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mem intahkan engurtdangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya clalam �AM-<ibaer h:, ,paten Serclang Be'dagai. 

} UKtM 
. } i { Ditetapkan di Sei Rampah � _.:::.�;��:::�� ti u,. �1 pada tanggal : z1 M.e,; 901/, 

!  •  c;,-uu-A'·l , .  At, . BUPATI SE�AC:,AI, 
H. SOEKIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 - . o o . "  

NOMOR : /A • . .  c o ­  
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BUPATI SERDANG BEDAGAI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 

NOMOR: TAHUN 2016 

TENTANG 

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN 

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Menimbang a. bahwa RSUD Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan 
... 

Sulaiman merupakan lembaga milik Pemerintah 

Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit 

pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten 

kesehatan upaya menyelenggarakan yang 
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perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, 

promotif dan preventif; 

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 

meningkatkan kinerja RSUD Sultan Sulaiman Umum 

Daerah Sultan Sulaiman memerlukan pengaturan 

internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, 

pengelola, staf medis, dan pengelolaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
1Nlfj 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan peraturan Bupati Serdang Bedagai 

tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) RSUD 

Sultan Sulaiman Umum Daerah Sultan Sulaiman 

Kabupaten Serdang Bedagai; 
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1988 tentang RSUD Sultan Sulaiman; 

Pelayanan Minimal; 
13 .  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159.b Tahun 

1 .  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 

Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktek Kedokteran; 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

RSUD Sultan Sulaiman; 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 
9.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan; 
10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

• 
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Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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iH'. jl2.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
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14 .  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
228/MENKES/PER/IV/201 1tentangPenyelenggaraan 



Standar Pelayanan Minimal RSUD Sultan Sulaiman 

yang Wajib Dilaksanakan Daerah; 

15 .  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 

755/MENKES/PER/IV / 2 0 1 1  tentang 

Penyelenggaraan Komite Medik di RSUD Sultan 

Sulaiman; 

16.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 

tentang Dewan Pengawas RSUD Sultan Sulaiman; 

1 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman 

Peraturan Internal RSUD Sultan Sulaiman (Hospital 

By Laws); 

PARAF KOORDINASI 

1  5 

18. Keputusan 

9. Keputusan 

Menteri 

Menteri 

Kesehatan 

tentang 

Kesehatan 

Nomor 

Peraturan 

Nomor: 

001/MENKES/SK/I/2008 tanggal 2 Januari 2008; 

0. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 

Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja RSUD Sultan Sulaiman Umum Sultan 

Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai; 

631 / MENKES /SK/IV/ 2005 

Internal Staf Medis; 

East: wevrvsAw. 
i 

lee.tee. 

KABAMene • pkan I PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL 
I 

HUKUM } (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

• {SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 
ASUBBRAG 

v u v ,  
'  .  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. 



A N Z $ :  {kristalisasi dari etika, dimana etika sebagai moralitas 

. '....=:.-­ ·ril RSUD SULTAN SULAIMAN 
SUBBAG . Pasal 2 
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- .  (l)'.ss sakit umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bernama 

Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman yang disingkat dengan 

RSUD Sultan Sulairnan. 

(2) RSUD Sultan Sulaiman adalah rumah sakit dengan klasifikasi tipe 

madya atau kelas C berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor : 001/MENKES/SK/I/2008 tanggal 2 

Januari 2008. 

(3) RSUD Sultan Sulairnan berkedudukan di Jalan Negara Km. 58 

No.315,  Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, 

Surnatera Utara. 

(4) Visi RSUD Sultan Sulaiman adalah Rurnah Sakit Umurn Daerah 

TERBAIK Tahun 2020 di Sumatera Utara. 

(5) Misi RSUD Sultan Sulaiman adalah sebagai berikut: 

a. pelayanan prirna; 

b. surnber daya rnanusia kompeten dan profesional; 

c. peralatan sesuai IPTEK kedokteran; dan 

· 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serdang Bedagai. 

5 .  Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman, yang selanjutnya 

disingkat RSUD Sultan Sulaiman, adalah rumah sakit um.um 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

6. Direktur adalah direktur RSUD Sultan Sulaiman. 

7. Komite medis adalah sekelompok tenaga medis yang 

keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis 
fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan 

nggungjawab kepada direktur. 

A, ,r3,Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Non 
5 awai Negeri Sipil. 

fMAE ' 8 f  [yHAy 9JUE, medis fungsional adalah kelompok dokter spesialis, dokter 
3-! N M9D . . . . - - .  do k t  dan  ±A  b e r e  di 5  stalasi da )  irtktwr 'um, to t e r  gig apoteler yang e rl e rj a  ins si lal a m  
• • • • •  a  • • • • • •  

[; : ' - { - - - - - -  -jak tan fungsional. 
jg.tiko-legal adalah cara berfkir yang menganggap pelayanan 

kedokteran dan kesehatan serta hukum adalah suatu 



5 6 

A :  Aman, 

H :  Harmonis. 

(7) Tujuan RSUD Sultan Sulaiman: 

a. Tujuan umum : 

Memberikan pelayanan kesehatan panpurna yang berkualitas 

dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan 

kesejahteraan seluruh pegawai RSUD Sultan Sulaiman. 

b. Tujuan khusus : 

1 .  meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar 

pelayanan RSUD Sultan Sulaiman; 

2. mengembangkan pelayanan RSUD Sultan Sulaiman seiring 

d. sistem kerja terstandar, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. 

(6) Motto RSUD Sultan Sulaiman adalah : 

B :  Bersih, 

E :  Efisien, 

R :  Ramah, 

T :  Tertib, 

U :  Unggul, 

ER-UU-AN 
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KAMNA,S[ ; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

menyelenggarakan kegiatan manajemen RSUD Sultan 

Sulaiman secara profesional, efi.sien dan ef ektif; dan 

terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan 

=M-=Akesejahteraan seluruh pegawai. 
M 

s 
BAB III 

PEMILIK 

Pasal 3 

Pemilik RSUD Sultan Sulaiman adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Serdang Bedagai. 

Pasal 4 

Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, 

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan 

perkembangan RSUD Sultan Sulaiman sesuai yang diharapkan dan 

diinginkan masyarakat. 

Pasal 5 

Pemerintah Daerah berwenang: 

membuat/menetapkan kebijakan umum RSUD Sultan Sulaiman; 

b. mengangkat dan memberhentikan direktur; dan 

c. mengawasi dan mengevaluasi kinerja RSUD Sultan Sulaiman. 



BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 
Organisasi RSUD Sultan Sulaiman terdiri dari: 
a. direktur; 
b. kepala bagian tata usaha; 
c. kepala bidang; 
d. kepala sub bagian dan kepala seksi; 
e. fungsional medis; 
f. fungsional pelayanan dan keperawatan; dan 
g. staf administrasi umum dan keuangan. 

Pasal 7 
( 1 )  Direktur diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati. 
(2) Direktur secara teknis medis berkoordinasi dengan kepala Dinas 

Kesehatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Persyaratan untuk menjadi direktur adalah tenaga medis yang 
mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan, 
berpendidikan minimal dokter dan/atau dokter gigi. 

(4) Standar kompetensi direktur: 
a. Pegawai Negeri Sipil; 

-b memiliki pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d); 
XAMIY'1jekhiki pengalaman menjabat kepala puskesmas perawatan 

+ T _ ; h m al  selama 1 (satu) tahun atau kepala bidang pelayanan 
AG } y 

UKUM injmal selama 1 (satu) tahun; 
. meJgikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan, rencana strategis 

�\Sl;BBAG [t:· �ds, rencana aksi strategis, rencana tahunari, tata kelola rumah 
ER-UU-AN l de Ale .3» i· al.  •  akur bili : --2...h s tan dar  pelayanan m i n i m 1,  sistem mntabili tas ,  sistem 

remunerasi rumah sakit, dan pengelolaan sumber daya manusia. 

Pasal 8 
(1 )  Kepala bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan berdasarkan 

keputusan Bupati. 

6 

ORDINASI 
kepada direktur. 

(2) Kepala bagian tata usaha sebagai pembina kepegawaian dan 
keuangan RSUD Sultan Sulaiman bertanggung jawab langsung 

I (3) Standar kompentisi kepala bagian tata usaha: 
a. pegawai negeri sipil; 
b. berpendidikan minimal strata 1 (81 ) ;  
c. berpangkat minimal Penata (III/c ) ;  



Sultan Sulaiman. 

(4) Standar kompetensi kepala bidang: 

(3) Persyaratan untuk menjadi kepala bidang adal o ' hli di 

bidang pelayanan, perawatan, serta penunjan I · SI I 
1 

5 6 ]  
H  iii 

· · · · · · · · · · · · · · · · - · 1  
2  $89/44€2. . . - - - -•  
3  P i r e ! y r . . - - . - - - - - .  
4  %zmt.4-.. . . .­ 5  ,  
6  · · · · · · · · · · · · · · · · • • I  

pelayanan dan asuhan 

d. berpengalaman di bidang tata usaha minimal selama 3 (tiga) 

tahun; 

e. mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang kepemimpinan dan 

kewirausahaan, rencana strategis, rencana implementasi, 

dan rencana tahunan, sistem rekrutmen pegawai, sistem 

remunerasi, sistem informasi rencana bisnis anggaran. 

Pasal 9 

(1 )  Kepala bidang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan 

Bupati Serdang Bedagai. 

(2) Kepala bidang sebagai pembina di bidang pelayanan, perawatan, dan 

penunjang di RSUD Sultan Sulaiman bertanggung jawab kepada 

direktur. 

a. Pegawai Negeri Sipil; 

b. berpendidikan minimal diploma 3 (D3); 

- - c . b e r p an g k a t  minimal Penata (III/c); 
i  

AHN4SHd iiki pengalaman di bidang 

Pasal 10 

(1 )  Kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan 

berdasarkan keputusan Bupati. 

(2) Kepala sub bagian dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan di 

bagian dan bidang masing-masing. 

(3) Persyaratan untuk menjadi kepala sub bidang adalah orang yang ahli 

di bidang pelayanan, perawatan dan penunjang di RSUD Sultan 

Sulaiman. 

(4) Standar kompetensi kepala sub bagian dan kepala seksi: 

a. Pegawai Negeri Sipil; 

b. berpendidikan minimal SLTA Kesehatan; 

c. berpangkat minimal Penata Muda Tingkat I (Ill/b); 

d. memiliki pengalaman di bidang keperawatan dan pelayanan 

minimal selama 3 (tiga) tahun; 

e. 

t  

ke erawatan minimal selama 3 (tiga) tahun; 

gikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, 

m ajemen, keperawatan, standar pelayanan minimal, rencana 

strategis tata kelola rumah sakit, sistem remunerasi, pengelolaan 

[6} eperawatan, dan sistem informasi. 

$BB3AG 

R-UU-AN 

1BAG 

KUM 



· e .  mengikuti pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, 

manajemen keperawatan, standar pelayanan minimal, rencana 

strategis tata kelola rumah sakit, sistem remunerasi, pengelolaan 

SDM keperawatan, dan sistem informasi. 

Pasal 1 1  

( 1 )  Staf administrasi dan keuangan adalah Pegawai Negeri sipil dan non 

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di RSUD Sultan Sulaiman yang 

bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala sub bagian dan 
sub bidang masing-masing. 

·4h!CI5XaIl untuk staf administrasi dan keuangan adalah mampu 

di bidang masing-masing serta berpendidikan minimal 

BABV 

KOMITE MEDIS 

Pasal 12 

• · ·  -  -  -  l.  -Kamit.e. m dis adalah sekelompok tenaga medis/wadah profesional 

medis yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh anggota staf medis 

fungsional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada direktur. 
.Ace . I i .  

KA[2jNPefbentukan komite medis ditetapkan berdasarkan keputusan 
; 

irekttr berdasarkan hasil rapat staf medis secara demokrasi dengan , 

erja selama 3 (tiga) tahun. 
KUM } k s+ ±di 1b 1b kc · (3)] kd melaksanakan tugasnya, omite m e li s  mem»uat su :omite 

eanggotaannya terdiri dari staf me dis fungsional. SU3BAG iR-UU·Al"{4)1 04' am me!aksanakan tugasnya masing-masing, sub komite 

e:' legung iawab kepada ketua komite medis. 

Pasal 13 
Komite medis mempunyai fungsi sebagai be r ikut: 
a. memberikan saran kepada direktur; 
b. mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medis; 
c. menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran; 
d. menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus 

dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di RSUD Sultan 
Sulaiman. 

Pasal 14 
Komite medis mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan medis dan 

memantau pelaksanaannya; 

/l 

. ' . 



b. melaksanakan pembinaan etika profesi mutu dan profesi; 
c. mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf medis; 
d. membantu direktur dalam menyusun medical staff by laws dan 

membantu pelaksanaannya; 
e. membantu direktur dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang 

terkait dengan etiko-legal; 
f. membantu diretur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait 

dengan etiko-legal; 
g. melakukan koordinasi dengan direktur dalam melaksanakan 

pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis; 
h. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta 

penelitian dan pengembangan dalam bidang medis; 
1. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain 

melalui monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat (drug 

usage), farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan 
rekam medis, tissue review, mortalitas dan morbidilitas, medical care 

review/ per review/ audit medis melalui pembentukan sub komite - sub 
komite; 

j.  memberikan laporan kegiatan kepada direktur. 

Pasal 15 
Komite medis memiliki wewenang sebagai berikut: 

A MjgPerikan usul rencana kebuthan dan peningkatan kalitas 
h=.I&nag medis; 

erikan pertimbangan tentang rericana pengadaan, penggunaan 
emeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta 

?ttE4nDangan pelayanan medis; 
ring dan evaluasi yang terkait dengan mutu pelayanan medis 
yang tercantum di dalam tugas komite medis; 

rs. corer 

d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat 
! kedokteran di RSUD Sultan Sulaiman; 

e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan 
profesi antarkelompok staf medis; 

f. membentuk tini klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus 
pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi; 

g. memberikan rekomendasi tentang kerjasama RSUD Sultan Sulaiman 
dengan] fa R ARAF  KO'9kb@pg; ke lo k t e r an  gigi/ institusi pendidikan 

s s 

» 

lain. 



Pasal 16 

Dalam rnelaksanakan tugas, kornite rnedis bertanggung jawab langsung 
kepada direktur terkait dengan rnutu pelayanan medis, pernbinaan etika 
kedokteran dan pengernbangan profesi rnedis. 

Pasal 17 

Kornite rnedis rnernpunyai kewajiban sebagai berikut: 
a. rnenyusun peraturan internal staf medis (medical staff bylaws); 

b. rnernbuat standarisasi format untuk standar pelayanan rnedis, standar 
prosedur operasional di bidang manajerial/ adrninistrasi dan bidang 
keilmuan/ profesi, dan standar kornpetensi; 

c. rnembuat standarisasi format pengumpulan, pernantauan dan 
pelaporan indikator rnutu klinik; 

pernantauan rnutu klinik, etika kedokteran dan 
[Ir/rplpksapraa pengembangan profesi medis. 

B AB VI  

KOMITE KEPERAWATAN 

Pasal 18 
o r i t e  keperavatan adalah sekelompok tenaga perawat dan bidan yang 

keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan fungsional yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan 
rnasa kerja selama 3 (tiga) tahun . 

.., 

pelayanan 

Pasal 19 XA~pjijdeperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut: . �em-e@ "kan saran kepada direktur; 
KABAG b. e; ordinasikan dan mengarahkan kegiatan 
HUKUM atan: 

' kc+/menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika keperawatan; 
lASLBBAG C zR-vv-Al. 3#g u n  kebijakan pelayanan keperawatan sebagai standar yang 
--aranus dilaksanakan oleh semua kelompok staf keperawatan di RSUD Sultan Sulairnan. Pasal 20 

Komite keperawatan mempunyai tugas sebagai berikut :  

a. membantu direktur menyusun standar pelayanan keperawatan dan 
memantau pelaksanaannya; 

b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi; 
c. mengatur kewenangan profesi antarkelompok staf keperawatan; 



d. membantu direktur menyusun keperawatan staff by laws dan 

membantu pelaksanaannya; 

e. membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait 

dengan etika keperawatan; 

f. melakukan koordinasi dengan direktur dalam melaksanakan 

pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf 

keperawatan; 

g. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta 

penelitian dan pengembangan dalam bidang keperawatan; 

h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan; 

1. memberikan laporan kegiatan staf keperawatan kepada direktur. 

Pasal 2 1  

Komite keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. memberikan usul rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas 

tenaga keperawatan; 

b. monitoring dan evaluasi terhadap mutu pelayanan keperawatan; 

c. rr.:.elaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan serta mengatur 

kewenangan profesi antarkelompok staf keperawatan; 

d. membentuk tim klinis yang mempunyai tugas menangani kasus-kasus 

pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi; 

e. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara RSUD Sultan 

Sulaiman dengan fakultas keperawatan/kebidanan/institusi 

pendidikan lain. 
rec -, 4 . %  •  

.AMINAS 

Pasal 23 

Pasal 22 

eperawatan bertanggung jawab langsung kepada direktur terkait 

1 l  TE. {f AHA MT 

kg @ j ' M i - - - ·  
Komite keperawatan memiliki kewajiban sebagai b drk i p { k i r - - - - - - .  
a. menyusun peraturan internal staf keperawatan) 4 tfji if 

b. membuat standarisasi format untuk standar e:yan�- keper·awatan; - . 1 
. . . . .  .  

standar prosedur operasional di bidang manajerial/ administrasi dan 

bidang keilmuan/ profesi, dan standar kompetensi; 

BAG 

KUM utu pelayanan keperawatan, pembinaan etika keperawaten, dan , 

angan profesi keperawatan. 
SVBBAG J 
vs [S 
..,..,,....., __ L� 

c. membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan dan 
pelaporan indikator mutu klinik keperawatan; 

d. melakukan pemantauan mutu klinik, etika keperawatan, pelaksanaan 
pengembangan profesi keperawatan. 



yanan RSUD Sultan Sulaiman. 

5 6 

BAB VIII 

STAF MEDIS 

1 45 W4 4948! . 4 .  
2  9 ; 3 W E 2 . . - - - - .  

iret · :  
3  J>. - . - ·- . - . Pasal 26 4 Mste I. 

-...=5%as «wars as«a as. «aa. pi., ii] 
terta apoteker yang bekerja purna w akt u  rnaupun paru 

BAB VII 

KOMITEMUTU 

Pasal 24 
Kornite rnutu bertanggung jawab langsung kepada direktur dalam 
peningkatan rnutu pelayanan di RSUD Sultan Sulairnan. 

Pasal 25 
Tugas kornite rnutu : 
a. rnerencanakan/ rnenyusun program tahunan kegiatan peningkatan 

rnutu pelayanan RSUD Sultan Sulairnan; 
b. rnelakukan pengurnpulan dan analisa atas indikator klinik; 
c. rnelakukan evaluasi tentang keputusan pasien baik rawat map 

rnaupun rawat jalan di RSUD Sultan Sulairnan; 
d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program 

panitia peningkatan rnutu pelayanan RSUD Sultan Sulairnan antara 
lain dengan pencatatan; 

e. rnelakukan pengurnpulan, pelaporan data KTD, kejadian nyans 
cidera/ near miss dan kejadian sentinel; 

f. rnelaporkan hasil evaluasi dan 
Direktur) secara periodik. 

Pasal27 
rn�s berfungsi sebagai pelaksana pelayanan rnedis, pendidikan dan 

pelt' erta penelitian dan pengembangan di bidang medis. 

Pasal 28 

Tugas staf rnedis : 

a. rnelaksanakan kegiatan profesi yang rneliputi prosedur diagnosis., 

pengobatan, pencegahan, pencegahan akibat penyakit dan pernulihan; 

program rnelalui b. meningkatkan kemampuan profesinya, 

pendidikan/ pelatihan berkelanjutan; 

c. rnenjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar 

pelayanan rnedis, dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan; 



d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan 

pemantauan indikator mutu klinik. 

Pasa129 

Kewenangan staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis dan 

kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur untuk 

ditetapkan dengan keputusan direktur. 

Pasal 30 

Tanggungjawab staf medis:  

a. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis/sub komite 

kredensial kepada direktur terhadap permohonan penempatan dokter 

baru di RSUD Sultan Sulaiman; 

b. melakukan penampilan kinerja praktek kedokteran berdasarkan data 

yang komprehensif; 

c. memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis/sub komite 

kredensial kepada direktur terhadap permohonan penempatan ulang 

dokter di RSUD Sultan Sulaiman; 

d. memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti 

perkembangan ilmu kedokteran yang berkesinambungan; 

e. memberi masukan kepada direktur melalui komite medis yang terkait 

dengan praktek kedokteran; 

f. memberi laporan melalui komite medis kepada direktur; 

ORDINASI 

e s 6 

KOH Ry] 
i c p ° - - - ·  

,  Bicek±ifiiK~is 
4 10 1N . I2. . - - - - - - ­  

5  - -  - - - - - - - - - - - - - - · ·  
6  - · - - - - - - - - - - - - - - - ·  

Pasal 31  

-egrjjigy  staf medis : 

un standar operasional pelayanan me ABAG 

UKUM 

n indikator mutu klinis; 
SUB 

ER-UU-AC. [me In uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing 

--'angge ya. 

g. melakukan perbaikan (updating) standar prosedur operasional 

1 
dokumen terkait. 

%.ate%.a% 6 e s .  

l X A M I N A S ; '  

BAB IX 

STAF FUNGSIONAL KEPERAWATAN 

Pasal 32 

Kelompok fungsional keperawatan, yang selanjutnya disingkat KFK, 

adalah sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di RSUD Sultan 

Sulaiman. 

• 



Pasal 35 
Kewenangan staf keperawatan disusun oleh ketua kelompok staf 
keperawatan dan kemudian diusulkan oleh ketua komite keperawatan 
kepada direktur untuk ditetapkan dengan keputusan direktur. 

pendidikan/ pelatihan berkelanjutan; 
c. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, 

standar pelayanan dan etika keperawatan yang sudah ditetapkan; 
d. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan 

pemantauan indikator mutu klinik keperawatan. 

INASL 

program melalui prof esinya, 

Pasal 36 

kemampuan b. meningkatkan 

Pasal 33 

Fungsi staf keperawatan adalah pelaksana pelayanan keperawatan, 
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang 
keperawatan. 

Pasal 34 

Tugas staf fungsional keperawatan: 
a. melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur keperawatan; 

Tanggung jawab staf fungsional keperawatan : 
1 

5 6 

a. memberi rekomendasi melalui ketua k o mi j e } k g5l s/@l{/,/5itdij 
#5.tie5 > direktur terhadap permohonan penempatan tapir?jr3@irur d t :  

.  fla x  - - - - - - . - .  RSUD Sultan Sulruman; 
5 

- - - - - - - Jr - - - - - - - . · I 
b. melakukan penampilan kinerja praktek keper{ftan berdasaran data 

- - - - - - - - - ·) 

BRAG 

·UU-AN e. 

+ - »  komprehensif; 
AMI [AS ~. kc de s  l a :  ke  kc s"» e e Ad 

· c. ri , an  r e o m e n a s i  me, 'ui etua omite eperawatan epa cta  
r  terhadap permohonan penempatan ulang perawat di RSUD 
Sulaiman; 
rikan kesempatan bagi para perawat untuk mengikuti 

erred 

Pepliikan, pelatihan dalam pengembangan profesi; 
ml4ri masukan kepada direktur melalui komite keperawatan 
mengenai hal-hal yang terkait dengan praktek keperawatan; 

f. memberi laporan melalui komite keperawatan kepada direktur; 
g. melakukan perbaikan (updating) standar prosedur operasional 

dokumen terkait. 
Pasal 37 ._. 

Staf fungsional keperawatan mempunyai kewajiban sebagai berikut : 

a. menyusun standar operasional pelayanan keperawatan, bidang 

administrasi dan keilmuan serta keprofesian; 

t 

b. menyusun indikator mutu klinis; 



c. menyusun urruan tugas dan kewenangan untuk masing-masing 

anggota. 

BAB X 

RAPAT DIREKSI 

Pasal 38 

(1) Rapat direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya l (satu) bulan 

sekali. 

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membicarakan hal­ 

hal yang berhubungan dengan RSUD Sultan Sulaiman sesuai dengan 

tugas, kewenangan, dan kewajibannya. 

(3) Keputusan rapat direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat. 
. 

NASI 

BAB XI 

Pasal39 

berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar [ii±fl', I I'1 
1 A ( E ./B(NA ASHA M 

2 ii.yAyiie-- -' l  
t>-i. - -. - ,:- . .  -  -  -. - - - - - . .  !  

3  2 i r& 0 . . . . . - - - - - . j  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL 4 . Js 0 . . 2 . . - - - - - l  

s  - -  - - - - - - - - - - - - - · - · I  
6  -  -  .  -  -  -  -  -  -  .  -  .  -  -  -  -  -  '  !  

Jika tidak tercapai kata mufakat, maka k d p u B@  

(1) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan kerja fungsional yang 

bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal RSUD Sultan 

Sulaiman. 
(2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah langsung dan bertanggung 

.al.4. XAMI�pada cfuektur. 

BAG Pasal 40 
KU3I (1) s e  a t  Pengawas Internal melakukan pengawasan internal keuangan, 

-"operasional, pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada RSUD '.SCBBAGj �,�_l 
-UU-AN I"} Sulaiman serta memberikan saran-saran perbaikan. 
- ---.- J.Komitle Medis melakukan pengawasan internal di bidang praktik 

kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar 

sesuai dengan standar etika profesi. 

Pasal 41  

(1) Peraturan internal RSUD Sultan Sulaiman ini selanjutnya akan 

menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan RSUD Sultan 

Sulaiman yang dibuat dengan keputusan direkur. 

(2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional 

yang mengacu pada peraturan internal RSUD Sultan Sulaiman. 

(3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi, dan 

manajemen RSUD Sultan Sulaiman tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan internal ini. 



BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal42 
• Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar 

setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Serdang Bedagai. 

H. SOEKIRMAN 

'ASUBBAG 

ER-UU-AN 

ABAG 

IUKUM 

XAMINAS1 

oaumw Ditetapkan di Sei Rampah 

' d a  tanggal 8 n 2Ou 

Diundangkan di Sei Rampah 
pada tanggal o8 ni 20l6 

SEKRET° RAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

H. HARIS FADILLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2i6 

NOMOR IS 


